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	  Indikator Kinerja Utama MA RI


Yth. 
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahmakah Agung RI Nomor: 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029. Kami mencermati bahwa pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan poin "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti", belum dicantumkan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai penanggung jawab. 
Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tingkat Banding memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan bidang terhadap satuan kerjanya sendiri. Sementara itu, di Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tinggi Pengawas telah ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan bidang pada masing-masing satuan kerja.mUntuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menyediakan aplikasi e-Binwas, yang digunakan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah serta pengawasan internal di satuan kerjanya. Sedangkan di Pengadilan Tingkat Pertama, aplikasi ini dimanfaatkan untuk keperluan pengawasan bidang.
Selain itu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga telah memberikan kewenangan akses akun Siwas kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, yang digunakan untuk mengirim hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP). Perlu kami sampaikan pula bahwa Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas, yang memperkuat keterlibatan langsung kedua tingkat peradilan tersebut dalam proses pengawasan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar dilakukan perbaikan pada kolom penanggung jawab Indikator Kinerja Utama "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti", dengan mencantumkan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pihak yang turut bertanggung jawab.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.
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